SALINAN

Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14
Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Surabaya Nomor 7 Tahun 2003 perlu diganti;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa
Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2730);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3029);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua
kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4844);



5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 90
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tingkat
Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3934);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4593);

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011;

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011
Nomor 694);

14.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota
Surabaya Tahun 2004 Nomor 2/E);

15.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya
Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya
Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota
Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah
Kota Surabaya Nomor 12).



Menetapkan :

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURABAYA
dan
WALIKOTA SURABAYA,

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN
BIAYA CETAK PETA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

2.

3.

4.

Daerah adalah Kota Surabaya.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan
dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan
bentuk usaha tetap.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah
pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang
pribadi atau badan.

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi yang dipungut atas
pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah
untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah pungutan
daerah sebagai pembayaran atas biaya layanan pembuatan
dan pencetakan peta di wilayah Kota Surabaya yang diberikan
oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau
badan.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peta adalah gambaran bentuk permukaan bumi yang bulat
digambarkan pada bidang datar, dilengkapi informasi luasan
lahan, batas lahan, posisi lahan, dan perencanaan teknis
pemanfaatan lahan sesuai Rencana Tata Ruang Kota, tetapi
bukan menunjukkan bukti kepemilikan lahan seseorang atau
Badan Usaha.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau
pemotong retribusi tertentu.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang
merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk
memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah
Daerah.

Surat Keterangan Rencana Kota adalah surat yang memuat
informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan
berupa ketentuan =zoning yang dipersyaratkan tentang
peruntukan  dan  penggunaan  bangunan, intensitas
pemanfaatan ruang, serta syarat teknis lainnya, yang
diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu.

Intensitas Bangunan adalah salah satu persyaratan teknis
penataan ruang berupa kepadatan, ketinggian dan jarak bebas
meliputi Koefisien Dasar Bangunan, Koefisien Lantai
Bangunan, Koefisien Tapak Basement, Koefisien dasar Hijau,
Ketinggian Bangunan, Garis Sempadan Pagar dan Garis
Sempadan Bangunan.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat
SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan
besarnya jumlah pokok retribusi terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat
STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau
sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang
selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi
yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi
karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi
yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis
adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Daerah atau pejabat
yang ditunjuk untuk atau memperingatkan wajib retribusi untuk
melunasi retribusi yang terutang.

Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang
terjadi serta menemukan tersangkanya.

Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kota Surabaya.



BAB Il

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut
retribusi
Pemerintah Daerabh.

(1)

(2)

atas pelayanan penyediaan peta yang dibuat oleh

Pasal 3

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah
penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Peta Rencana Guna Lahan untuk 1 persil/kavling, yaitu :

1.

2.

Peta Rencana Guna Lahan Untuk Perumahan;
Peta Rencana Guna Lahan Untuk Fasilitas Umum;

Peta Rencana Guna Lahan Untuk Perdagangan/Jasa
Komersial/reklame/ menara telekomunikasi;

Peta Rencana Guna Lahan Untuk Industri/
Pergudangan;

b. Peta Rencana Guna Lahan untuk lebih dari 1 kavling/
kompleks/kawasan, yaitu :

1.

2.

Peta Rencana Guna Lahan Untuk Rumah Tinggal;
Peta Rencana Guna Lahan Untuk Fasilitas Umum;

Peta Rencana Guna Lahan Untuk Perdagangan/Jasa
Komersial/Reklame/Menara Telekomunikasi;

Peta Rencana Guna Lahan Untuk Industri/
Pergudangan.

Pasal 4

Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang

pribadi

atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan

penggantian biaya cetak peta yang disediakan oleh Pemerintah
Daerah.



